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KATAPENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2030 yaitu
Jabar Istimewa untuk Jawa Barat yang Lebih Maju serta misi yang hendak dicapai oleh
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalarn hal mengernbangkan kualitas sumber daya
manusia (SDM), mewujudkan pelayanan publik yang prima, meningkatkan perhrmbutran
ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu program pendidikan guna meningkatkan laralitas dan daya saing yang merata
adalah melalui penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru dengan mengedepankan prinsip
nondiskriminati{ objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Permendikbud No I Tatrun
2021 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-KanalL Sekolah Dasar, Sekolah
Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan tahun
pembelajaran 2025 I 2026.

Peraturan Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 9330
/PK.02.01.03 i SEKRE Tatrun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru
Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa.

Secara teknis, guna memudahkan pelaksanaan SPMB maka disusunlah Program Kerja SPMB
SMKN I Karawang sebagai petunjuk teknis yang di Tahun sebelumnya disebut POS SPMB
sebagai acuan penyelenggaraan SPMB 2026 di SMKN I Karawang. Petunjuk Teknis ini disusun
untuk menjadi acuan pihak terkait dalam rangka penyelanggaraan SPMB Tahun 2026 SMKN I
Karawang. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah merancang dan

menyelesaikan penyusunan pedoman ini.

Kepala Sekolah

1 Karawang

19730330 200003 1 004

-



I. PEI{DAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan sebagaimana dinyatakan dalarn Undang-Undang Republik lndonesia
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, adalah usaha sadar dan terencana
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembang kan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian
diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia. serta keterampilan yang diperlukan diriryq
masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan nasional diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yarg berakar pada nilai- nilai agama, kebudayaan
nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zamafi dan berfungsi
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembanglya potensi peserta

didik agar mdadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan manjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab.

Sistem pendidikan nasional merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang
saling terkait secara terpadu unfirk mencapai tujuan pendidikan nasional. Satuan pendidikan
sebagai komponen dari sistem pendidikan, merupakan kelompok layanan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonfonnal, dan inforrnal pada setiap jenjang dan
jenis pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan sudah semestinya memperhatikan Prinsip
Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana UU RI no. 20 tahun 2023 Pasal4 yang menyatakan

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif
dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kulhrral, dan
kernajemukan bangsa.

2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan
multimakna.

3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta

didik yang berlangsung sepanjang hayat.

4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan
mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan
berhitung bagi segenap warga masyarakat.

6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui
peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Dengan demikian, satuan pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan, dalam
penyelenggaraan pendidikan dimulai dari kegiatan penerimaan peserta didik baru sudah
semestinya juga memperhatikan hak dan kewajiban warga Negara sebagaimana UU RI nomor 20
tahun 2003 pasal 5, yaitu:

1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama unfirk memperoleh pendidikan yang
bennutu.

2. Warga negara yang memiliki kelainan fisilg emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial
berhak memperoleh pendidikan khusus.

3. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang sefta masyarakat adat yang terpencil
berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

4. Warga negara yang merniliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh
pendidikan khusus.



5. Setiap rruarga negara berhak meudapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang
hayat.

Peserta didik, sebagai anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri
melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertetrtu, perlu
difasilitasi untuk mendapatkan layanan pendidikan yang baik dan berkeadilan mulai dari kegiatan
penerimaan peserta didik baru (SPMB).

Pelayanan pendidikan, mulai dari SPMB yang barh dapat terwujud jika terjalin kerjasama
antara komponen pendidikan yang sahr dengan komponen lainnya termasuk orang tua siswa, dan
masing-masing bertanggrurg jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan
sebagaimana UU RI no.20 tahun 2003 bagian kedua pasal 7 yang menjelaskan bahwa Hak dan
Kewajiban Orang Tua adalah:

1. Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi
tentang perkembangan pendidikan anaknya.

2. Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar ke,pada
anaknya.

Demikian pula pada bagran ketiga pasal 8, masyarakat berhak berperan serta dalam
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan, dan Pasal 9
menyatakan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam
penyelenggaraan pendidikan.

Pemerintah dan pemerintah daerah tidak luput perannya dalam pendidikan sebagaimana
bngtan keempat Pasal 10 menyatakan tentang Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah
Daerah, batrwa Pernerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing,
membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Diperkuat perannya pada pasal 11 yang menyatakan (l)
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta mer{amin
terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;(2)
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya
pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Dengan berpedoman pada UU R[ nomor 20 tahun 2003 tersebut, pemerintah daerah
provinsi Jawa Barat menyusun regulasi SPMB mulai dari Peraturan Gubernur, Petunjuk Teknis
Sistem Penerimaan Murid Baru yang dirnandatkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
untuk dijadikan pedoman bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan SPMB, agar
peiryelenggaraan SPMB di tiap satuan pendidikan dapat terlaksana sebagaimana amanat Sistem
Pendidikan Nasional.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita
Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950
tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, tera*fiir dengan Undang-Undang Nomor 29 Thhun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2007 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun



2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tatrun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tatrun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia T?*run 2009 Nomor l12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahuh 2005 tentang StandarNasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Thmbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, teral*rir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5670);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraail
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negma Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tatrun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018
Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan
Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola
Pendidikan pada Progra:n Paket A, Paket B, dan Paket C:

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif
Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat
Istimewa;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107 Tahun 2014 tentang Konversi
Nilai Hasil Belajar dan Matikulasi Mata Pelajaran Bagi Peserta Didik dari Sistem Pendidikan
Negam Lain atau Sistem Pendidikan Intemasional ke Dalam Sistem Pendidikan Nasional pada
Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah @erita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1540);

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahur 2016 tentang Penganalan
Lingkungan Satuan pendidikan Bagi Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 839);

14. Permendikbud Ristek Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada
Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpatran
Sebagian Unrsan Pemerintahan Bidang Pendidikan kepada Gubenrur dalam Penyelenggaraan
Dekonsenhasi Tahun Anggaran 2017;

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan
SErtifikat Hasil Ujian Nasional;

17. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016
Tentang Penrbahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun
20 1 3 Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus;



18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar
Nasional SMK/trdAK;

19. Permendikbud No I Tahun 2021 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman
Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan
Sekolah Menengah Kejuruan;

20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik lndonesiaNomor
21 Tahun 2023 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini,
Jenj*S Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah

21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar
Sekolah Menengah Kejuruan/Ivladrasah Aliyah Kejuruan @erita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1689);

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan (Lenrbaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 207);

23. Perafuran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentangPenyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran DaErah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9);

24. Peraturan Gubemur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan
Gubernur no.45 tahun 2016 Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Barat Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana
Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daeratr Provinsi Jawa Barat;

25. Peraturan Gubemur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat;

26. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian
Tugas Unit Dan Tata Kerja Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan
Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sistem
Pmerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah
Periama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (BeritaNegara Republik
Lrdonesia Tahun 2021 Nomor 6);

28. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi
Republik Indonesia Nomor 47/M12023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri
Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru
Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertarna, Sekolah Menengah
Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan;

29. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahrm 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Murengah Atas
Unggul Garuda Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahrm 2025 Nomor 184 Pasal 19 (1)
SMA Unggul Garuda Transformasi ditujukan untuk SMA/Ir{A yang diselenggarakan oleh
Pemerintatr Pusat, Pemerintah Daerah , atau masyarakat.

30. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 421 Kep 210 Disdik/ 2O26 tentang Sekolah Manusia
Unggul.

31. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 2727 IHK 02 03 /SEKRE tenrang Petunjuk
Pelaksanaan Sistem Penerimaan Mwid Baru Sekolah Manusia Unggul Maung Pada Sekolah
Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Ajaran 2026 2027.

C. MAKSUD DAN TUJUANT PENYUSI]NAN PROGRAM KERJA POS SMKN 1

KARAWAIIG

l. Sebagai acuan pelaksanaan secara teknis bagi Panitia Penyelenggara Sistem Penerimaan
Murid Baru (SPMB) pada SMKN I Karawang;

2. Memberikan informasi kepada seluruh komponen di SMKN I Karawang;

3. Memberikan arahan tentang Sistern Penerimaan Murid Baru kepada Calon Peserta Didik
yang akan melanjutkanpendidikan pada jenjang pendidikan menengah;



4. Memberikan infonnasi kepada para pemangku kepentingan di bidang pendidikan tentang
Sistem Penerimaan Murid Baru;

5. Memberikan informasi kepada masyarakat yang terkait dengan proses dan tahapan
penyelenggaraan SPMB pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri I Karawang.

D. SASARAN
l. Satuanpendidikan SMP/IrdTs/sederajat;

2. Orang tua dan Calon Peserta Didik lulusan SMP/I\dTs/sederajat;

3. Para panangku kepentingan di bidang pendidikan;

4. Masyarakat pemerhati pendidikan/pengguna layanan SPMB.



II. PENERIMAAN PESERTA I}II}IK BARU (SPMB)

A. PROFIL SEKOLAH
1. IDENTITAS SATUAI\ PENDIDIKAN SMK :

a. Nama satuan Pendidikan : SMKN I KARAWANG
b. Alamat : Jl. Pangkal Perjuangan RT 05 RW 04 Kel.

Tanjungpura Kec. Karawang Barat,

Kab.Karawang 41316

c. PROGRAM KEAHLIAN yang tersedia di SMKN I Karawang tahun ajaran

2025-2026:

1) DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGTJNAN

2) TEKNIK MESIN

3) TEKNIK OTOMOTTF

4) TEKNIK PENGELASAN

5) TEKNIK ELEKTRONIKA

6) TEKNIK KETENAGALISTRIKAN

7) PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DAN GIM

8) TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI

2, TENAGA PENDIDIK:
a. Jumlah guru 126

l) Guruumum 66

2) Guru kejuruan 60

b. Jurnlah berdasarkan berdasarkan keahlian

Kesiapanruang
(Jurnlah, luas masing-masing ruang kelas yang akan digunakan kelas 10)

Jumlah ruang kelas 24 dengan luas masing-mislng 9m x 8m

c

SMT(

NO. PROGRAM KEAHLIAIY JUMLAH
GT]RU

I DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGI]NAN 5

1
,/1 TEKNIKMESIN t4
aJ TEKNIK OTOMOTIF t2

4 IEKNIK PENGELASAN 8

5 TEKNIK ELEKTRONIKA 6

6 IEKNIK KETENAGALI S TRIKAN 4

7 PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DAN GIM 5

I
TEKNIK JARTNGAN KOMPUTER DANI
TELEKOMUNIKASI 6

TOTAL 60



B. ANALISA RUAI{G KELAS, ROMBONGAN BELAJAR DAN PESERTA DIDIK

NO KOMPONEN/ASPEK
TINGKAT KELAS

x xI XII JUMLAH

I Jurnlah Ruang Kelas t4 l4 L4 42

2 Jtrrnlah Rornbongan Belaj ar 24 24 48

3 Jumlah Peserta Didik 852 843 r 695

4
Rencana Jumlah Rombongan Belajar

Peserta Didik Baru
24

5
Rencana Jurnlah Peserta Didik Baru

Kelas X
864

6
Rencana Jumlah Rombongan Belajar

Tahun 202512026
24 24 24 72

7 Rencana Jumlah Peserta Didik Tahun 202512A26 864 852 843 2559

C. RENCAIYAKUOTA SPMB SMKN l KARA\ilAI\G

Romhel Kelas 10 TA Baru

( berdasarkan rombel kls 10
tahun lalu)

Jumlah Siswa
Per Rombel*

RombeI Daya Thmpung Kelas 10 TA Baru

(Rombel 10 TA haru x Jumlah
Siswa per Rombel)

1. Desain Pemodelan dan

Inforrnasi Bangunan
36 2 72

2. Teknik Mesin 36 6 216

3. Teknik Otomotif 36 5 r80

4. Teknik Perancangan dan
Fabrikasi Logam

36 3 r08

5. Teknik Elektronika 36 2 72

6. Teknik Ketenagalistrikan 36 ,)
L 72

864



7. Pengembangan Perangkat
Lunak dan Gim

36 2 72

8. Teknik Jaringan
Komputer dan
Telekomunikasi

36 2 77

Jumlah 864

D. PERSYARATAII T]MUM SPMB 2026 SMKN 1 KARAWANG
1. Pendaftar tidak diwajibkan hadir ke SMKN I Karawang untuk verifikasi data

pendaftaran secafa langzung.
2. Persyartan Umum ljaaah SMP/ Kartu Peserta Ujian Sekolah jika ljazahbelum terbit,

Akta Kelahiran, KTP, KK, SPTJM.
3. Dokumen asli dibawa oleh Pendaftar sesuai persyaratan umum dan persyaratan

khususn sesuai j alur pendaftaran.

E. DASAR PERTIMBAIYGAI{ PENETAPANI KUOTA PER.PROGRAM KEAHLIAN
l. Jumlah ruang kelas yang memadai

2. Jumlah guru yang mencukupi

3. Sarana dan prasaranayangtelah tersedia

F. PERSYARATAIY TINGGI BADAN DAN BUTA WARNA
Tinggi badan rninimal untuk Perempuan 155, untuk Laki-laki 160 dan tidak buta warna
pada Program Keahlian sebagai berikut:

l. TeknikMesin
2. Teknik Pengelasan

3. TeknikKetenagalistrikan

4. Teknik Otomotif
5. Teknik Elektronika Industri

Tinggi badan minimal untuk Perempuan 150, untuk Laki-laki 155 dan tidak buta warna
pada Program Keahlian sebagai berikut:

1. Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan

2- Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi

3. Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim

G. SYARAT PENDAtr'TAR LUAR PROVINSI JAWA BARAT, LUAR NEGERI DAN
LULUSAN TAIIUN SEBELUMI{YA

1. PendaftarluarNegeri
Untuk yang pendaftar dari Luar negeri, Calon peserta didik baru kelas l0

(sepuluh) yang berasal dari sekolah DI LUARNEGERI (WNI mauprm WNA) harus



mendapatkan surat rekomendasi izin belajar. Permohonan surat rekomendasi izin
belajar disampaikan kepada: Direktur jenderal yang membidangi Pendidikan vokasi
untuk calon peserta didik bant SMK

2. Pendaftar Luar Provinsi Jawa Barat dan Lulusan Tahun Sebelumnya
Untuk pendaftar dari luar Provinsi Jawa Barat dan Lulusan tahun sebelumnya,

berkoordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan/sekolah tujuan (verifftasi data,
mendapat akun /website SPMB.

H. KRITERIA JALUR AFIRMASI
1. Calon Peserta Didik baru jalw afirmasi yang berasal dari keluarga ekonomi tidak

mampu (KETM), minimal 20 % dari seluruh daya tampung sekolah.

2. Calon Peserta didik KETM dibuktikan dengan kepemilikan dokumen program
ponanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari pemerintah pusat atau daerah seperti:

a. Karm Program Keluarga Harapan (PKH),

b. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS),

c. Kartu lndonesia Sehat (KIS) dilampiri Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ,

d. Kartu Beras Sejahtera (KBS),

e. Karil Sembako Murah (KSM), dan

f. Karhr Indonesia Pintar (KIP) atau

g. Bukti lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat atau Daerah.

Jika peserta didik tidak memiliki kartu program penanggulangan kemiskinan, dapat

membuktikan ketidakmampuan dengan :

a. Terdaftarpada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), atau Data non DTKS;
atau

b. Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan menyertakan
surat Berita Acara dari kelwahan tentang warga masyarakat yang layak diajukan
untuk Data Terpadu Kesejahteraan Dinas Sosial, berdasarkan hasil Musyawarah
Kelurahan, atau Data Usulan Terakhir Keluarga Ekonomi Tidak Mampu dari
kelurahan.

3. Seleksi jalur afirmasi berdasarkan jarak domisili Calon Peserta Didik dengan sekolah
yang dituju.

4. Iika beberapa Calon Peserta Didik memiliki jarak yang sama, seleksi selanjutnya
berdasarkan usia yang lebih tua.

L KRITERIA JALUR AFIRMASI ANAK BERKEBUTI]IIAN KTIUSUS
(ABKYDISABILITAS FISIK, CERDAS ISTIMEWA DAN BERBAKAT
ISTIMEIYA (CrBr)

Anak bs*ebutuhan khusus (ABK)/disabilitas dan CIBI minimal l0 % dari seluruh daya
tarnpung sekolah yang diberi kesempatan untuk masuk ke SMKN 1 Karawang pada
PROGRAM KEAHLIAN:
1. Teknik Elekffonika
2. Desain Pemodelan Dan Informasi Bangunan



3. Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim

Calon Peserta Didik ABlSdisabilitas dan CIBI harus memenuhi syarat dengan :

1. Calon m urid pada SLB diharuskan untuk memenuhi persyaratan umum dan juga
persyaratan khusus berupa dokumen hasil diagnosis atrliipsikolog/medis tentang jenis
kebutuhan khususnya

2. Bagi c alon m urid CIBI, hasil diagnosis menginformasikan
a. memiliki kecerdasan di atas rata rata dengan IQ sebesar 130 keatas skala

Wichsler Jika menggunakan skala lainnya wajib mencantumkan hasil
penyetaraan terhadap skala Wichsler

b. memiliki kreativitas tinggi d a n
c. Memiliki komitmen terhadap tugas

3. Dokumen hasil pelaksanaan diagnosis yang dilakukan dan ahlilpsikolog/medis/
Resource Center secara daring online TIDAK DAPAI DIGUNAKAN sebagai bukti
berkebutuhan ktusus calon murid CIBI

4. Bagi c alon m urid lulusan SMPLB yang akan melanjutkan ke SMKN 1 Karawang
wajib menyampaikan hasil diagnosis ahli dan mendaftar melalui jalur afirmasi bagi
Calon Murid Berkebuhrhan Khusus

5. Bagi Calon Murid lulusan SMPLB yang akan melanjutkan ke SMK, surat hasil
diagnosis tim ahli/psikolog/medis wajib mencantumkan rekomendasi jenis bidang
keahlian/ program keahlian/spektnrm pada SMKN I Karawang

J. KRITERIA JALUR PRIORITAS TERI}EKAT

Layanan Calon Peserta Didik Banr Prioritas Terdekat l0% dari seluruh daya tampung
sekolah yang diberi keserrpatan untuk masuk ke SMKIT{ I Karawang
Dengan persyaratan :

1. Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa CPD telah berdomisili paling singkat satu
tahun;

2. Dibuktikan kesesuaian nama Wali pada buku rapor/ijazah;

3. Melampirkan surat kematian dari RT/Rw setempat jika orang tua Calon Peserta
Didik yang meninggal dunia;

4. Melampirkan surat/akta cerai jika orang tua telah bercerai;

5. Wajib melampirkan surat pernyataan tidak keberatan dari kepala keluarga yang
menerima CPD untuk berdomisili, dan tercantum dalam Kartu Keluarga serta surat
kuasa pengasuhan dari orang fua;

6. Ketentuan nomor l) sarrpai dengan 5) hanya diperuntuliil<an bagi CPD lulusan tahun
2025, tidak diperuntukkan bagi lulusan tahun sebelumnya dan CPD yang berasal dari
SMP/IvITs berasrama (Boarding School).

K. KRITERIA JALI]R PERPINDAHAN ORANG TUA SISWA/ANAK GURU

l. Jalur Perpindahan tugas orang tua

a. Surat tugas pindah kerja dari luar kabupaten karawang ke kabupaten Karawang
bagi ASNIPOLRI/TNI/Karyawan dari atasan Perpindahan tugas orang tua pada
ternpat bertugas, paling lama telah bertugas tiga (3) tatrun dibuktikan dengan



surat tugas yang diterbitkan oleh kepala instansiAembagalkantor/perusahaan
yang memberi tugas.

b. Perpindahan tugas orang tua/wali hanya berlaku bagi perpindahan tugas antar
provinsi, kabupaten atau kota, perpindahan tugas antar kecamatan dapat
mendaftar jika jarakperpindahan lebih dari 6 (enam) km.

2. Jalur Anak Guru / Anak Tenaga Kependidikan
a. Surat Keterangan bertugas dari atasan diutamakan Anak Guru atau Anak Tenaga

Kependidikan di SMKN I Karawang
b. Jika kuota masih kosong Anak Guru atau Anak Tenaga Kependidikan di luar

SMKN 1 Karawang diterima
(Dasar UU 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 19)

L. DASAR PERTIMBAI\GAI\ PENETAPAII JEMS PRESTASI PERLOMBAAA}I

Penerimaan prestasi yang dapat dikembangkan di SMKN 1 Karawang dibagi atas 4
prestasi yaitu :

l. Prestasi Olahraga, cabang olahraga pada penerimaan SPMB SMKN I Karawang
Tatnrn 2025 yangpaling diutamakan adalatr Cabang olahraga yang masuk dalam
kegiatan O2SN, diantaranya:
a. Bola Voli
b. Bola Basket

c. Futsal
d. Tenis Meja
e. Sepakbola
f, Atletik
g. Pencak Silat
h. Karate
i. Bulutangkis
j. Renang

2. Prestasi Ekstrakurikuler dan Organisasi
k. Osis

l. Pramuka
m. Paskibra
n. Palang Merah Remaja

3. Prestasi Bidang Keagamaarr,, Seni dan Budaya
o. Hafidz Al-Quran

P. MTQ
q. Kaligrufr
r. Hadrah
s. Pidato Bahasa Inggris
t. Pidato Bahasa Arab
rr. FLSZN (Festival Lomba Seni Siswa Nasional)



v. Angklung
lry. Teater

4. Prestasi Bidang Sains, Teknologi, Riset, dan Inovasi.
x. OSN (Olimpiade Sains Nasional)
y. Kornpetisi Inovasi, Sains dan Teknologi

Untuk Jalur Prestasi SPMB Tahun 2026 tidrk ada pelaksanaattest uji kompetensi serta
piagam/sertifikat wajib dikurasi PUSPRESNAS Kemendikdasmen dan dilegalisir pihak
penyelenggara.

M. PENGELOLAAI{ NILAI JALUR PRESTASI PERLOMBAAN

l. Menghitung skor prestasi dengan ketentuan:

a. skor prestasi dari satu jenis/bidang,

b. skor kejuaraan tingkat wilayatr penyelenggaraan yang berjenjang, dihitung
berdasarkan akumulasi dari prestasi tiap wilayatr yang diperoleh.

c. daftar skor pada tabel dibawatr

2. Menghitung nilai akhir jalur prestasi kejuaraan:

a. Jika tidak dilaksanakan uji kompetensi;

b. Sesuai tabel skor di bawah ini.

Jika dilaksanakan uji kompetensi:

Penilaian kompetensi prestasi dilahkan oleh panitia tingkat satuan pendidikan ataumita
berdasarkan kriteria dan penskoran yang ditetapkan satuan pendidikan. Nilai akhir jika
dilaksanakan uji kompetensi, dihitung dari gabungan skor hasil uji kompetensi (SUK)
sesuai prestasi (70%), dan skor akumulasi tingkat kejuaraan dengan tingkat wilayah
kejuaraan (30%'h

NO. JUMI.A}I JUZ PENYETARAA}T SKOR

NA :70% (SUK) + 30oh (Skor pada Tahel Skor)

I It -30Juz juara I tingkat Internasional;

2" 7-fOJuz juara 1 tingkat nasional;

3. 4-6Juz juara I tingkat provinsi

4. 3 Juz juara I tingkat kabupatenlkota;

sxoR

TINGI(AT I(EIUARAAN Tt,NGGAL BERFGU

1 JUARA 1 TK.DUNIA 455 445

7 JUARA 2 TK.DUNIA 4N rt30

3 JUARA 3 TK.DUNIA 475 415

]UARA 1 TK.ASIA 410 tt00

JUARA 2 TK.ASIA 395 :t85

6 JUARA 3 TK.ASIA 380 370
7 JUARA 1 TK, NASIONAL 365 355

I JUARA 2 TK. NASIONAL 3so 340

9 JUARA 3 TK. NASIONAL 33s 325

TK. NASIONAL 320 310
JUARA 1 Tt(. PROVTNST 305 29s

12 IUARA 2 TK. PROVTNSI 290 280
]UARA 3 TK. PROVINSI 77s 265

14 JUARA HARAPAN TK.PROVINSI 260 25s

JUARA 1

16 JUARA 2 TK. KABUPATEN/IQTA 230 220
t7 JUARA 3

200 190

:LENOGAffAXAN

KEMENAG

IINGI(ATWIIAYAH

HARAPAN



TUNGGAL

1 JUARA 1 TK.DUNIA It00

2 JUARA 2 TK.DUNIA 38s

TK. DUNIA3 JUARA 3 370

4 JUARA 1 TK.ASIA 3s5

5 JUARA 2 TK.ASIA 340

6 JUARA 3 TK.ASIA 325

7 JUARA 1 TK. NASIONAL 310

8 JUARA 2 TK. NASIONAL 295

9 JUARA 3 TK. NASIONAL 280

10 JUARA HARAPAN TK. NASIONAL 255

11 JUARA 1 TK. PROVINSI 250

72. JUARA 2 TK. PROVINSI 235

13 JUARA 3 TK. PROVINSI 2ZA

74 JUARA HARAPAN TK.PROVINSI 205

15 JUARA 1 TK. KABUPATEN/KOTA 190

16 JUARA 2 TK. KABUPATENIKOTA 175

L7 JUARA 3 TK. KABUPATEN/KOTA 160

18 JUARA HARAPAN TK. KABUPATEN/KOTA 145

390

285

275

244

210

Jusra I
Nsaionsl
Juars ?
Haaronui
Ju8rs 3

Nsrtenat

Juara 1

Prtrvrnsr
Juorg ?
Pftrvrrtar
Jusre S
Prown*r

"n
;.*
a

, Ju{ilr$ 1

Kota/Kgbup*tnrr
' Juar* ?

Koti/K{rt}upsttrt
Jusr* 3

, KstarKnbupatan

375

345

255

225

165

150

135

,

PEHYEKOFTAH PRESTA$I FRAMUKA

KEJUARAAX E,I LUAR
REMEilO}XEUO A?AU XEilE}IAG

T,IA(3AM JAMBORE T}UNIA

PTACI,IM JIIMB(}RE
INl' H f,t HA SI()NAL/rIE GICI NAL
PIAGAM PRAilTUKA T€ LAOA{T*

PIA$AM PRA'tfi Ul(A GARU$A

r}IAd}AM JAMBORf; HA$IOHAL

S , JUARA I L{}MBA TTNGXAT V tt*le*rctoll

f i JUARA ? LGMSA'flN(3t(AT \/ (rlsetonel)

S , JUAIIIA 3 LOM8A TINGI(AT V (f{&uonal}

IX FIA(iAl, JAMBQRE OAERA,H JAWA BARA
. (.Frovrn*ri

ls 
; ffifr*;-i" 

**AR.,A JAwA B*''*A,

t I 
, 

JUAfitA ! L(}futBA rlHGt(JAT fV tFnrvlnsrl

te , JUAFIA 1 tCIMSA TINGI(AT tV tFrovlnsrl

Ju*ra I
Srrovrnor
Jusr* P
Prtlvrngr

.

JUAFITt 1 LOM*A TIHGI(AT lV {Frovrnar}
PTA(}*NA JA*'tsOR6 CAB^HG Juare 1

t$ i

{
s

N. DASAR PERTIMBANGAN PENETAPAI\ KELAS II\DUSTRI

Kelas industi di SMKN I Karawang dilakukan seleksi setelah lulus menjadi siswa baru
di kelas X setiap program keahlian.
Seluruh calon peserta didik pada semua jalur pendaftaran sesuai program keahlian yang
memiliki kelasindustri jika telah lulus menjadi peserta didik di SMKN I Karawang maka
mempunyai hak untuk mengikuti seleksi di kelas industri sesuai program keahliannya.
l- Kelas Industri Program Keahlian Teknik Komputer Jaringan dan Telekomunikasi

siswa banr harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Calon peserta didik wajib merniliki laptop
b. Calon peserta didik wajib memiliki smartphone

3t

r}ET'SEX(}RAH SETARA
DEfa(}AI,f

PEIT(}RA]T$Ail AEREGU
Jusrs 1

lrrt$rrrEsr<)rral
Jugrg I

lrrl*lrrrs*rorral
.Jrr$rlr S

*ntcmargntt" '}ueri 
1

N.t*rrrnpt
Ju*ra 2

Nntlrlft{rl



c. Calon peserta didik Tidak buta wama
d. Calon peserta didik lulus ujian seleksi dan tes psikotes oleh DU/DI

2. Kelas Industri Program Keahlian Teknik Mesin siswa baru harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut :

a. Calon peserta didik memiliki tinggi minimal 160 cm
b. Calon peserta didik tidakbuta warna
c. Calon peserta didik lulus ujian seleksi dan tes psikotes oleh DU/DI

3. Kelas industri Program Keahlian Teknik Otomotif siswa banr harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut :

a. Calon peserta didik memiliki tinggi minimal 160 cm
b. Calon peserla didik tidak buta warna
c. Calon peserta didik lulus ujian seleksi dan tes psikotes oleh DU/DI

4. Kelas industri Program Keahlian Teknik Elektronika siswa baru harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut :

a. Calon peserta didik memiliki tinggi minimal 160 cm

b. Calon peserta didik tidak buta warna
c. Calon peserta didik lulus ujian seleksi dan tes psikotes oleh DU/DI

O. MEKANISME PEFIGUMUMAIY

Pengumuman kelulusan calon peserta didik diumumkan online atau daring di laman
https:i/dafang.smknlkarawang.sch.id/cek_kelulusan , sesuai jadwal yang telah ditentukan
baik tahap Satu dan Dua.

P. MEKAI{ISME DAIT PERSYARATAN DAFTAR ULAI\G

l. Daftar ulang peserta didik dengan mengisi isian di laman yang telah ditennrkan lihat
di kartu kelulusan dengan semua persyaratannya;

2. Peserta didik masuk ke grup whatsapp yang telah disediakan oleh panitia;
3. Peserta didik yang diterima di satuan pendidikan wajib melalnrkan daftar ulang, dan

bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri. Peserta didik yang
tidak dapat mendaftar ulang pada tanggal yang telah ditetapkan, wajib memberikan
infomrasi tertulis kepada pihak sekolah yang ditandatangani orang tua
selambatJambafrtya surat diterima pada hari terakhir daftar ulang

4. Peserta didik yang diterima pada tahap 1, tetapi tidak diambil, wajib mengundurkan
diri saat daftar ulang agar sistem tidak mengunci saat peserta didik akan mendaftar
kembali pada tahap 2.

Q. MEKAhIISME PENGADUAN

Syarat penyampaian pengaduan
A. Prioritas pelapor onmg tua peserta didik/Calon Peserta Didik, jika wali harus

dilengkapi surat kuas4 ditandatangan pemberi kuasa di atas materai;

B. Laporan harus objektif, transparan, dan akuntabel;

C. Menyerahkan/ mengupload fotokopi identitas pelapor;

D. Mengisi formulir pengaduan;



E. Menyertakan foto bukti permasalahan;

F. Diseratrkan kepada panitia SPMB bagian pengaduan/di-upload di media layanan

pengaduan.

l. Permasalahan yang berhubungan dengan adminisfrasi dan sistem aplikasi TIK SPMB
yang terjadi pada pendaftar, disampaikan dan diselesaikan oleh satuanpendidikan.

Pendaftar tidak diperkenankan menyampaikan perma.salahan ke tingkat yang lebih

tinggi.
2. Laporan pengaduan disampaikan pada jam kerja panitia SPMB, mulai jam 08.00

sarnpai jam 14.00 (secara hring), sampai jam 20.00 (secara daring melalui laman

disdik j abarprov. go. id )
3. Laporan permasalahan/pengaduan yang disampaikan pelapor pada masa sanggah

verifikasi yang ditetapkan

4. Pihak yang menyampaikan pengaduan akan mendapat respon/tindak lanjut atas

pengaduannya dari verifikasi yang ditetapkan

Karawffig, 18 Mei2026

Sekolah
I Karawang

-

t9730330 200003 1 004
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FORMULIR PENDAFTAfu{{
SISTEM PENERIMAAN MI.IRID BARIJ (SPMB)

SATUAN PENDIDIKAN MENIENGAH: SMA/SMK *)

JALUR PRESTASI AI(ADEMIK NILAI RAPOR

RMAT: I
1. Nama calon
2. Tempat dan tanggal lahir
3. Asal satuan pendidikar/ lulusan tahunr .....
4.Agarrta
5. Nama orang tua
6. Alamat orang fua

RT....... ..R'W'.. . . . . . .Kelurahan.
Kecamatan
Kabupaten/I(ota r.... ..,...

Terletakpada Zona :.......
7. Jarak tempat tinggal ke sekolah tujuan :

Mengetahui,

Orang tua

Catatan:
Dibuat rangkap 3 (tiga)

? Coret yang tidak perlu

iaii,i oi.r,J:Xll
8. No. Telphone/fIand Phone

9. Pekerj aarl orang tua
10. Agama
I l. Jumlah Nilai nilai rapor semester 1 sd 5 (kelompok A):

Satuan Pendidikan yallg dituju:

1. Pilihan 1 SMA/ SMK
Program/I(ompetensi keahlian (bagi SMK):

2- Pilihan 2 SMA/SMK ......... ...,,.,...
Program/I(ompetensi keahlian (bagi SMK):

Demikian data di atas adalah data sebenarnya dan dapat dipertanggungiawabkan. Jika
data tersebut tidak sesuai dengan sebenarnya, kami siap menerima sanksi sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

2A26

Calon Siswa



FORMULIR SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH: SMA/ SMK *) JALUR PRESTASI KEruARAAN

Fr.ar> ]\d a.'r
2

l. Nama calon : ..
2. Tempat dan tanggal lahir : ..
3. Asal satuan pendidikar/ lulusan tahun:

4.Agama
5. Nama orang tua

6. Alamat orang tua : Kp/Jl

Kecamatan

Kabupaten/tr(ota

Tgrletak padaZana 1...... o......

7. Jarak tempat tinggal ke sekolah tujuan:
8. Nornor Telphone/ Hand Phone

9. Pekerjaan orang tua
10. Agama

11. Jumlah nilai rapor semester 1 sd 5

Prestasi yang diperoleh:

a, Bidang PreStasi:,,r,'........D.r.rrr.r,"r. |' 'r.,..'..'.'..'.'!..'..
b. Peringkat Kejuaraan: i . . . . . . . . .

c. Tingkat Wilayah Penyelenggaraan:

12. Satuan Pendidikan yang dituju: SMA/SMK *) Pilihan

Catatan: untuk SMK, disertai bidang/ programlkompetensi keakhlian yang dipilih

Dernikian data di atas adalatr data sebenarnya yang dapat dipertanggung jawabkan-

Jika data tersebut tidak sesuai dengan sebenarnya, kami siap menerima sanksi sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

..2026

iou-,';i;;';Silil

I

a a i a a . ta).

Mengetahui,

Orang tua

Catatan: Dibuat rangkap 3 (tiga),

'rc) Coret yang ttdak perlu

Calon Siswa,



FORMULIR SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH: SMA/SMK *)

CALON PESERIA DIDIK AT'IRMASI _KELUARGA EKONOMI TIDAK MAMPU
(KErM)

Nama calon
Tempat dan tanggal lahir
Asal satuan pendidikan/ lulusan tahun :.

Agama 1...,

Nama orang tua
Alamat orang fua.

a. Kp lll.. ..rtr.r.trrr r...rr.r.r...r....r.tr.. t i r rr..r rr..rt..rr..

b. RT..... .RW. . . . . . . .Kelurah arl.r . . . . . . . . . . . . . . . . . . r D . . . . . .

c. Kecamatan
d. Kabupaten/I(ot4. . . ..

l.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

e. Ter{etak pada zona

Jarak tempat tinggal ke sekolah tujuan
No. Telphone/Fland Phone :..
Pekerjaan orang tua
Agama
Dokumen Pendukung yang dimiliki sebagai KETM:
Kartu Keluarga Harapan (KKH), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Karfu
Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Surat Keterangan dan
Pakta Integritas Kepala Sekolah Asal *)

No. Kartu Keluarga:.
Satuan Pendidikan yang dituju: SMA/SMK *)

a. Pilihan 1. SMA/SMK
b. Pilihan 2 . SMA/SMK ..

pada masing- masing pilihan 1, 2

.2026

(sMA)
(diisi oleh panitia)

Calon Siswa,

Demikian data di atas adalatr data sebenarnya dan dapat dipefianggungiawabkan. Jika
data tersebut tidak sesuai dengan sebenarnya, kami siap menerima sanksi

sesuai dengan ketennran yang berlaku.

Mengetahui,
Orang tua

Catatan:

Dibuat rangkap i (ttga)
'i) Coret yang tidak perlu

FORMAT:



FORMULIR SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH: SMA/ SMK *) CALON PESERTA DIDIK

JALUR PERPINDAHAN ORANG TUA

FORMAT:4

1.

2.
-lJ.

4.

5,

6.

Nama calon : ... o....r............

Tempat dan tanggal lahir I .....,...r.,...,........io,...,
Asal safuan pendidikar/ lulusan tahunt ..............
Agama : ...r....,,.....,ro......,...,..

Nama orang tua : ..........,.....
Alamat orang tua pada KK:

Kp/JI.. ....

RT. . r r,. . . .R'\^/' r . r r . ., .Kglurahan ! r r r,, . . . . ! r r. . ., r r . .

Kabupaten/I(ota. .....

Domisili sekarang terletak padaZona (SMA)
Jarak tempat tinggal ke sekolah tujuan .(diisi oleh panitia)
No. Telphone/ Hand Phone

Pekerjaan orang tua
Agarna
Dokumen

No. Kartu Keluarga:.,.,.. ..., ...,..
Satuan Pendidikan yang dituju: SMA/SMK *).

a.

b.

c.

d.

e.

7.

8.

9.

10.

11.

12,
13.

Pilihan 1 SMA/SMK:
Program kealchlian

Pilihan 2 SMA/SMK:
Program keahlian: 3..

....(SMK) Pilihan

Catatan: Bagi SMI! pilihan disertai Program/kompetensi keahlian yang dipilih. Dernikian data di atas

adalah data sebenarnya dan dapat dipertanggungiawabkan. Jika data tersebut tidak sesuai dengan
sebenar:rya, kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

.......2026
Mengetahui,
Orang tua

Catatan: Dibuat rangkap 3 (tiga)
*) Coret yang tidak perlu

KEPEMILTKAN
NO. NAMADOKUMEN

YA TIDAK
1 Surat Keterangan Pindah Tugas/ Surat

Keterangan Bertugas orang tua dari atasan

2. SrH'at Keputusan Pembagian Tugas Mengajarl
membimbing/ membina ftasi suru)

3. Sertifikat Pendidik (bagi guru)

Calon Siswa

Kecamatan



FORMULIR SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS/ PENYANDANG DISABILITAS

FORMAI:5

1. Nama calon : ..

2. Tempat dan tanggal lahir : i.

3. Asal satuan pendidikani lulusan tahun: ....

4. Agama

5. Nama orang tua

6. Alamat orang tua:

Kp/JI.........

RT.........RW........Keluratran

Kecamatan

Kabupatgn/tr(ota., - . . . .. . . . . . . . r . . . ., r . . . . . . . ..,. .., ., .. . . . . ..

7. Jarak tempat tinggal ke sekolah tujuan

8. Nomor Kartu Keluarga r. . .... ,

9. No. Telphone/FIand Phone : ....,...

l0.Pekerjaan orang tua : ...

. . .. ., o, ..(diisi oleh panitia)

1l.Agama

12. Dokumen Pendukung Hasil Diagnosa kebutuhan khusus diterbitkan oleh:

l3.Satuan Pendidikan yang dituju:
a. SMA...
b. SMK.. r. r r. r r r. i r. r r r r...r t..... r..r.rtt.t.. t t.. r t t r t t t... t.. t. t......

Program keakhlian /I(ompetensi Keahlian (SMK) : .

c. sLB ...
Demikian data di atas adalah data sebenanrya dan dapat dipertanggungiawabkan. Jika data

tersebut tidak sesuai dengan sebenarnya, kami siap menerima sanksi sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

,' ..2A26
Mengetahui,

Orang tua Calon Siswa,

Catatan:
Dibuat rangkap 3 (tiga)
*) Coret yang tidak perlu



SURAT PERNYA^TAAN TANGGUNG JA\MAB MUTLAK
(Orangtua/Wali Calon Peserta Didik Baru ) SMA/ SMK *)

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

F()RM
AT:6

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nanra Lengkap Orang Tua

2. Nama Calon Siswa
3. Alamat Rumah

a. Kp 1J1..........

b. RT.,., r....R"\ry''... - r..Kglurahan.....
c. Kecamatan......,r...... r..,r..

d. Kabupaten/Kota
4. Nomor Karnr Keluarga : .

5. ].[omor Telephone/ Hand Phone iemail:

MENYM
l. Bahwa seluruh data/informasi yang diberikan dalam formulir pendaftaran persyaratan

SPMB ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Bahwa seluruh dokumen pendukung baik dokumen persyaratan umum maupun khusus

SPMB adalah sesuai aslinya.
3. Bahwa saya tidak akan melahrkan tindakan memaksakan kehendak, suap menyuap dan /

atau perbuatanyang melawan iagn dalam pelaksanaan SPMB ini.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya
bersedia dikenakan sanksi/hukuman berupa pembatalan penerimaan peserta didik baru
atau sanksi lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dibuat
dengan sebenar-benamya.

.,,..2026

Yang membuat perny ataan,

Trd

Bermaterai 10.000



FORMULIR PENGADUAN SPMB DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN AJARAN 2025-2026

t. Hari/Tanggal dan Jam laporanlpengaduan:
2. Nama pelapor

3. No.Tlp/F{P
4. No. KTP
5. Instansi
6. Orang hra siswa/panitia SPMB duri*) :. .. . . . . .
7. Masalah SPMB:

8. Penerima Laporan Perrnasalahan:

9. Tindak Lanjut Penyelesaian:

')' .2A26

Pelapor, penerima traporan/p engaduan,



FORMOLIR PAKTA TANGGTING JAV/AB MUTLAK /INTEGRTIAS TENTANG
KELUARGA EKONOMI TIDAK MAMPU

For

Yang bertanda tangan di bawah ini:

2. Jabatan:

3. unit Kerja:
4. Alamat lJnit Kerja: . , D. . - . ... . .... .

5. Alamat Rumah:
a. Kp/Jl.........,.

b. Kecamatan
c, Kabupaten/I(ota.........t.......r.

6. Nomor Telephone/ Hand Phone

MENYATAKAN

A. Bahwa data yang saya berikan te,ntang Calon Peserta Didik tidak mampu yang

akan melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah adalah benar berdasarkan

data pada saat siswa menjadi siswa di sekolah kami dan dapat

dipertanggungj awabkan.

B. jika ditemukan ada manipulasi data, kami sebagai kepala sekolah siap mendapat

sanksi sesuai peraturan perundang-jundangan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan

dibuat dengan sebenar-benarnya.

....2026

Yang membuat perny ataan,

Bermaterai 10.000

Trd

tt atataaaaaattaiaaaaaaaaaa,



FORMULIR PENETAPAN TITIK KOORDINAT TEMPAI DOMISILI CALON PESERTA

For

DIDIK

Yang bertandatangan di bawah ini,
l. Nama
2. Alamat
3. No, KTP :...

Adalah orang tual wali Calon Peserta Didik,
1. Nama
2. Asal Sekolah
3. Alamat
4. No.Kartu Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya, telah melaksanakan penetapan titik koordinat
tempat domisili Calon Peserta Didik untuk kepentingan Sistem Penerimaan Murid
Baru (SPMB) bersama operator sekolah dan menyatakan SETUJU DITETAPKAN dan

TIDAK AKAN MENUNTUT APAPUN atas penetapan yang sudah dilakukan dengan

hasil penetapan titik koordinat

.2426

Orangtualwali Calon Peserta

Didik Operator SPMB SMA/SMK.

aa,



SURAT TANGGUNG JAWAB MUTLAK
KEPALA KELUARGA TEMPAT DOMISILI CALON PESERTA DIDIK

For

Yang bertandatangan di bawah ini,
a. Nama
b. Alamat
c. Pekerj aan

d. No. KTP
Adalah wali Calon Peserta Didik,

a. Nama
b. Asal Sekolah : ..
c. Alamat
d. No.Kartu Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya adalah benar kepala keluarga/ memiliki
hubungan keluarga dengan Calon Peserta Didik di atas

sebagai.... r. r.... .,. .. .

Dari pihak ibu/bapak *) Calon Peserta Didik.
Kami bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi jika pemyataan dalam surat

tanggungiawab mutlak ini tidak benar/tidak sesuai fakta.

20?6

Yang mernbuat pernyat aan,

Materai

*) Pilih salah satu

t t)



SURAT PERI\IYATAANI
TIDAK KEBERATAI\ NUMPAhIG KK

(Pasal 12 ayat (5) PMDN Nomor 108 Tahun z0l9)

For

Saya yang bertanda tangan di bawatr ini

Nama

NIK

No. KK

Pekerjaan

Alamat

Selaku Kepala Keluarga, dengan ini menyatakan tidak keberatan dalam Kartu Keluarga saya

dimasukan orang tersebut di bawah ini :

Nama

NIK

Tempat dan Tgl. Lahir

Agama

Pekerjaan

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari

pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....20

Mengetahui :

Ketua RT .. ...

Saya yang menyatakan

Materai

10.000

(

(

) ( )

NIK.

Ketua RW .....

)

NIK.

...)


